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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan mendasar antara ketentuan
batas usia pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang
menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, dengan konsep
kelayakan menikah dalam hukum Islam yang tidak menentukan batas usia secara
numerik, melainkan menekankan pada kesiapan fisik, mental, dan kemaslahatan.
Perbedaan ini menimbulkan dinamika pemahaman di tengah masyarakat,
khususnya di lingkungan pesantren yang memiliki otoritas keagamaan dan sosial
yang kuat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:
(1) Bagaimana pandangan dan pertimbangan pengasuh Pondok Pesantren Sirojut
Tholibin terhadap kelayakan usia pernikahan menurut Undang-Undang? (2)
Bagaimana pandangan dan pertimbangan pengasuh terhadap kelayakan usia
pernikahan menurut hukum Islam? (3) Bagaimana Pengasuh Pondok Pesantren
Sirojut Tholibin menyikapi perbedaan ketentuan kelayakan usia pernikahan antara
Undang-Undang dan Hukum Islam?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui
wawancara mendalam dengan para pengasuh Pondok Pesantren Sirojut Tholibin,
sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan,
dan dokumen pesantren. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara,
dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan
Huberman secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengasuh Pondok Pesantren Sirojut
Tholibin menerima batas usia 19 tahun sebagai kebijakan negara yang bertujuan
melindungi anak dan mencegah pernikahan dini, serta menunjukkan penerimaan
terhadap otoritas hukum rasional negara. (2) Pengasuh Pondok Pesantren Sirojut
Tholibin menegaskan bahwa dalam hukum Islam, kelayakan menikah ditentukan
oleh kesiapan lahir dan batin, kedewasaan akal (rusyd), serta pertimbangan
kemaslahatan. (3) Perbedaan antara hukum negara dan hukum Islam dipahami
bukan sebagai pertentangan, melainkan sebagai dua pendekatan yang saling
melengkapi dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Dengan adanya penerimaan terhadap perbedaan antara ketentuan Undang-Undang
dan Hukum Islam menunjukkan bahwa para Pengasuh Pondok Pesantren Sirojut
Tholibin memiliki pandangan yang moderat.
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This research is motivated by the fundamental difference between the
provisions on the minimum age for marriage in Law Number 16 of 2019, which
sets the minimum age at 19 years for both men and women, and the concept of
marriage eligibility in Islamic law, which does not specify a numerical age limit but
emphasizes physical and mental readiness and public interest. This difference has
given rise to a dynamic understanding within society, especially in Islamic boarding
schools, which have strong religious and social authority.

This study aims to answer the following questions: (1) What are the views
and considerations of the leaders of the Sirojut Tholibin Islamic boarding school
regarding the appropriate age for marriage according to the law? (2) What are the
views and considerations of the caregivers regarding the appropriate age for
marriage according to Islamic law? (3) How do the leaders of the Sirojut Tholibin
Islamic boarding school respond to the differences between the legal age of
marriage under the law and under Islamic law?

The research method used is field research with a descriptive qualitative
approach. Primary data was obtained through in-depth interviews with the
caretakers of the Sirojut Tholibin Islamic Boarding School, while secondary data
was obtained from books, journals, laws and regulations, and boarding school
documents. Data collection techniques were carried out through interviews,
observation, and documentation, while data analysis used the Miles and Huberman
model in a descriptive qualitative manner.

The results of the study show that (1) the caretakers of the Sirojut Tholibin
Islamic boarding school accept the age limit of 19 years as a state policy aimed at
protecting children and preventing early marriage, and demonstrate acceptance of
the rational legal authority of the state. (2) Caretakers at the Sirojut Tholibin Islamic
boarding school emphasize that in Islamic law, the eligibility to marry is determined
by physical and mental readiness, maturity of reason (rusyd), and considerations of
benefit. (3) The difference between state law and Islamic law is understood not as
a contradiction, but as two complementary approaches in forming a family that is
sakinah, mawaddah, and rahmah. The acceptance of the differences between the
provisions of the law and Islamic law shows that the leaders of the Sirojut Tholibin
Islamic boarding school have a moderate view.
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